WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR B TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL KECAMATAN TAYANDO TaM

Menimbang

Mengingat

KOTA TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TUAL,

bahwa dalam rangka memberikan panduan dan pedornan
kinerja guna memaksimaikan peran dan tanggung jawab
dalarn pelaksanaan tugas dan peKerjaan serta pemberian
motivasi yang dapat menghasilkan lgnerja yang optimal,
maka perlu disusun umian tugas dan jabatan secara
sistematis dan terpadu; _

bahwa wuntuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 19
Peraturan Daerah Kota Tual Nomar 02 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tual
maks perlu uraian tugas jabatan struktural Kecamatan
Tayando Tam Kota Tual scbagai pedomean  dalam
pelaksanaan tugas organisasi:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Tual |

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 ientang
Pembentukan Daeral-Daerah Swatantra Tingkat I dalam
Wiayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku {Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111,
Tambahan  Lembaran Negam  Republik  Indonesia
Nomor 16453];

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Ferencanaan Pembangunan Nasional ({Lembaran Negara
Republik Indonésia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 - tentang
Perimnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambaban - Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Mahilku (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97,
Tambahen  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4747); '



10.

Undang-Undang Nomar 25 Tahun 2009 tentang Pslayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesig Tghun 2000
Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 - tentang
Pemerintahan  Daerah  {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagajmana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Penggant
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2G14 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahur 2015 Nomor 24,
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5657), dan. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomar 3679); '

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Talun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Megeri Sipil {Lembaran Negara,
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 40190) sebagaimana telah
diubah  dengan Peraturan Pemerintash Nomor 54
Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintzh
Nomeor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeoer 4192):

Peraturan Pemerintah Nemor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawal Negeri Sipil Republik Indonesia
Delam Jabatan Struktural {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4018) scbagaimana telah
diubah dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor 13
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194);

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tshun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahen, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negare Republik Indonesia
Talan 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263); '
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14.Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jjabatan

15.

16.

fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab,
wewenang dan hak seorang Pegawaj Negerl Sipil dalam suat: satuan
organisasi yang dalam pelaksanasn tugasnya didasarkan pada keahlian
danfatan keterampilan tertentu serta bersifat matndiri;

Pelaksana adalah jabatan di luar jabatan struktural maupun jabatan
fungsional berada di bawah pejabat eselon terendah yang melaksanakan
sebagian tugss pada jebatan struktural;

Standar Kompetensi Jabatan yang njutnya disebut standar kompeten si
adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki secrang
Pegawal Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas jabatan; '

17, Tugas Pokok adalah sekumpulan akiifitas untuk menyelesaikan pekerjaan;

18.

19.

fi}

)

8y

(2

Fungsi adalah sekelompok aktifitas yang lergelong pada jenis yang sama
berdasarkan sifat atau pelaksaannya;

Uraian Tugas edalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan,

yarng merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pamegang jabatan
dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja, datem kondisi tertentu,

BAB Ij
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORQANISAS]

KEDUDL_JKAN

Pasa] 2

Kecamatan  dibentuk  dalam  rangka meningkatkar  koordinasi
Penyeclenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembetidayaan
masyerakat kelkirahan.

Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat

yang berada di tawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melahii
Sekretaris Diaerah,

Bagian Kedus
SUSUNAN ORGANISAST

Pasal 3

Susunan Organisasi Kecamatan Tayando TamKota Tual, terdiri dari:
a Camat.
b Sekretariat, terdiri dari:
L. Sub Bagian Perencansan dan Keuangan;
2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
¢ Beksi Pemerintahan,
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
€. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
f. Seksi Pelayanan Umum.
& Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Tayando Tam sebagaimana
tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yarg tidak terpisahkan dari
Peraturan Walkota Inj,



BAB HI
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
CAMAT

Pasal 4

(1) Camat mempunyai tugas  membanti  walikota  melaksanakan
pemerintahan  di - wilayah kecamatan dalam mngka meningkatkan
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan ketentraman dan ketertiban,
permberdayaan masyarakat desa dan pelayanan umum.

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyelenggarakan fungsi

(2

(3)

a
o3
C

d

|

penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

pengkoordinasian kegiatan peniberdayaan masyarekat
pengkoordinasian  upaya . penyclenggaraan  Ketentraman  dan
ketertiban wmtim, '

pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Walikota,

pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarsma pelayanan
urnum;

pengkoordinasian  penyelenggaraan kegistan  pemerintahan yang
dilakukan cleh Organisesi Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
pembinaan dan pengawasan penyslenggaraan kegiatan kelurahan
pelaksanaan urusan pemerintahan yarg menjadi kewenangan Daerah
yarg tidak dilaksaneken oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang acda
d kecamatan; dan

pelaksanakan fungsl kin yang diperintahkan olsh walikota sesuaj
dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tuges dan fungsi sebagaimana dimeksud pada avat (1) dan
ayat {2), uraian tages Camat adalah sebagsi berikur :

&

b
o]

merumuskan dan melaksanakan urusan pemerintahan wmum  di
wilayah Kecamatan; : -

merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Kecamatan;

merumuskan dan mengendalikan pelaksansan program dan kegiatan
Sekretariat dan Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban,
Seksi Kependudukan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Selksi Pﬁ]ﬁyﬂl’lﬂﬂ Urnum;

merumuskan Rencana Strategis [RENSTRA} dan Rencana Kerja
(RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA  dan
Perpnjan Kinerja {PK) Kecamatan;

mengoordinasikan dan merumuskan baban penyiapan penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan
Keterangan  Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporanp Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan sepala bentuk pelaporan hinnya
sesual bidang tugasnya;

merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)/ Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
Kecamaltan;

mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi
dan tatalaksana:



h

CC

dd.

melakukan koordinasi dan Sinkronisasi dengan Organisasi Perangkat
Daerah dan Instansi Vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan
pernerintahan; '

melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia
dan/atau Tentara Nasional Indenesia mengenaj program dan kegiatan
penyelenggaraan ketenteraman dan  ketertiban umum & wilayah
kecamatan;

melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah
kerp  kecamatan untuk mewyjudkan Ketenteraman dan ketertiban
umum masyarakat di wilayeh kecamatan;

melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang tugas
dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;

- melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Dacrah yang tugas

dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia:

melakukan Lkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau
instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan
Prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan
pemeliharaan prasarana dan fasilitas petayanan wmun;

mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan

pembangunan  lingkup kecamatan dalam faum  Musyawarah
Perencanean Pembangunan {MUSRENBANG) tingkat Kecamatan sebagai
bahan penyllsunan rekomendasi Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kota;

melakukan pembinaan dan pengawasan terbadap keseluryhan ung
kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program Kerja
dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
melakukan  pembinaan dan pengawasan tertib  administrasi
pemerintahan kelurahan;

memberikan  bimbingan,  supervisi, fasilitasi, dan  konsultasi
Pelaksanaan administrasi kelurahan; _

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah dan perangkat
kelurahan;

mengoordinasikan penyelenggaraan penilaian tethadap kinerjia lurah,
RT dan RW: .

mengoordinasikan penanganan bencana di wilayah Rerja Kecamatag:
mengoordinasikan penyelenggaraan pengawasan pendidikan noniormal,
kebudayaarn, pemuda dan olahraga masyarakat di luar Lkegiatan
persekolahan di wilayah kerja Kecamatan;

mengoordinasikan penyelenggaraan perngembangan sistem manajemen
nformasi Kecamatan:

melaksanakan kewenangan pemerintahan yarg dilimpahkan oleh
walikota untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan
mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasatahan
di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnyva scbagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;

- memberikan samn dan pertimbangan teknis kepada plmpi.nan;
- membing, membagi tugas memberi petunjuk, menilai dan

mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan lancar sesuaj dengan ketentuan yamg berlaku;

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota
inelalui sekretaris Daergh: dan .
melaksanakan tuges kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

&



Bagian Kedua
SEKRETARIAT

Pasal 5

{l} Sekretaris mempunyai ngas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan dan pelayanan administrasi kepada sermia unit organisasi di
lingkungan Kecamatan.

Sekretaris dalam melalsanakan Wgas sebagaimapa dimaksud pada
ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

(2)

(3)

a
b.
C

d.

=4

perencanaan  operasional urusan perencanaan dan pelaporan,
keuangan, vmum dan kepegawatan;

pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, unmun
can kepegawaian;

pengeordi nasian urusan perencanasn dan pelaporan, keuangan, umum
dan kepegawaian;

pengendalian, evaluasi dan pelaporan  wrusan perencanaan dan
pelaporan, keuangan, umam dan kepegawaian; dan ’
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atssan terkait tugas dan
fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana ditnaksud pada ayat {I) dan
ayat (2), uraian tuges Bekretaris adalah sebageai berikut :

8,

P o p g

]

merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegistan
Sekretariat;

melaksanakan penyustnan kebijekan telni urusan perencanaan,

Pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaiarn; :
mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Persncensan
Kevangen dan Subbaginn Umum dan Kepegawaiarm;

menghimpun dan imenyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaren
(RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seckretariat;
mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanasn
Dolcumen. Pelaksanaan Anggaran {DPA}/DPPA Sekretariat;
mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Rencana Strategis
(RENSTRA) dan Rentana Kerja (RENJA), Indikator Kinerje Utama (IKU),
Reticana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK), Laporan
Alruntabilitas Kinetja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan:

mengoordinasikan setiap seksi dalam penyiapan bahan penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP}/Sistermn Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) kota dan segala bentuk pelaporan lainoya
sesuai bidang tugasnya;

mengoordinasikan setiap seksi dalam penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Kecamatan;
mengoordinasikan setiap seksi dabhm pembinaan dan pengembangan
kapasitas organisasi dan tatalajksana;

mengoerdinasilan penyelengearaan urusan ketatausahaan,
administras] kepegawaian, administrasi kevangan dan aset serta
urusan kehumasan, dokumentasi dan protokoler Kecamatan;
mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
di linglcup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan lingkup fugasnya sebapgai pedoman
dalam melaksanakan tugas;

-



(1)

(2)

(3}

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan:

membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dapn mengevaluasi hasil

kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai

dengan ketentuian yang berlaku;

0. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
kepada atasan: dan

P Meclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

s

Paragraf 1
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Pagal ©

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
menyiapkan’ bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja,
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan
serta pelaksanaan administras! dan akuntansi keuangan.

Kepala Subbagian Perencansan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

& perencanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluesi, pelaporan dan
keuangan;

b, pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan
keuangan; .

C pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan i bidang
Perencanaan, evaluesi, pelaporan dan keuangan; dan

d pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tagas dan
fungsinya. :

Berdasarkan tuges dan fungsi sebageimane ¢maksud pada ayat (1) dan

ayat (2], urajan tugas Kepala Subbsgian Perencanasn dan Keuangan

adalah sebegaj berikut:

8. merencanakan, menyusun dan melaksanalken program dan ‘kegiatan
Subbagian Perencanasn dan Keuangan:

b. merencanakan, menyustn &m melaksanakan program dan kegiatan
Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

¢ menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbsgian Perencanaan dan
Kuangan;

d melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPAYDPEA Subbagian
Perencanaan dan Keuangan;

€. menghimpun bahan dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan
Rencana Kera (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja
dan Angparan  [RKAJ/RKPA, Dokumen Pclaksanaan Anggaran
(DPA}/ DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan:

f. menghimpun bahan dan menyusun Laporan Akuniabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)/ Sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah {SAKIP} Kecamatan;

g, menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah {LPPD), Laporan Keterangan Pertangrungjawaban
{LKP.J) dan Laporan Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah
(LAKIP}/ Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (BAKIP) Kota
dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnys;

h. menghimpun, memaduserasikan dan menyiapkan bahan Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA)/DPPA dari setiap seksi untuk dikoordinasikan dengan Organisaj
Perangkat Daerah terkait; -



(1)

(2

3

i melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi kenangan di
linglup kecamatan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang
berlakuy; .

). meneliti dan memverifikasi kelengkapan Surat Perintah Pembayaran
(SPF) dan dokumen pencairan anggaran lainnya sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

k menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar [SPM) lingkup
kecamatan;

L menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup kecamatan
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

m. mengevaluasi pelaksanaan tuges dan menginventarisasi permasalahan
dilingleup tugasnya serta menceri akernatif pemecahannya;

n mempelajari, memahami dan melaksanakan persturan perundang-

tndiangan yang berkaitan dengan lingkup tugesnye sebagai pedoman

dalam melaksanekan tugas

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas, memberi petunjul, menilai dan mengevaluasi hagi

kerja bawehan agar pelaksansan tugas dapat berjalan lancar sesual

dengan ketentuan yang berlaln;

P menlyampajkan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada
atasan; dan

q melaksanakan tagas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan,

o g

Paragraf 2
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 7

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas rnelakukan
urdsanr umum, peatausshaan surat meényural, urusan rumah tangga,
kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi berang serta administresi
kepegawaian,

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas
sebagaimand dirnaksud dalam ayat (1), menyelengparakan fangsi:

& perencanadn keglatan urusan umum, penataugshaan swat menyurat,

urusan rurnah tangga, Kehuwmasan, dokumentasi dan inventarisasi
barang serta administrasi kepegawaian;

b. pelaksanaan kegiatan wrusan umum, penatzusahean surat menyurat,
urusan rumahl tanggs, kehumasan, dekumentasi dan inventzrisasi
barang serte administrasi kepegawaian;

¢ pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan urusan
umum, penatausahaan sura menyurat, urusan rumah tangpa,
kehumasan, delumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi
kepegawaian; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dleh atasan terkait tugas dan
fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat {2), urajan tuges Kepala Subbagian Umum dan Kepegawainn umian

tugas :

a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan pogram dan kegiatan
Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. menyusun bahan Rencana Kerja dan  Anggaran (RKA)/RKPA,
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Umum dan
Kepegawaian;

¢ meleksanakan Dokumen Pelaksanamn  Anggaran  (DPA}/DPPA
Subbagian Umum dan Kepegaweian;



(1)

(3}

mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar
sesuai dengan itata naskah dinas yang berlaku;

melaksanalean urusan adrinisirasi kepegawaian di lingkup Kecamatar;
meminta dan menganalisa rencama kebutuhan barang unit dari
setiap seksk; .

membuat daftar kebutuhan barang dan rencama tphunan, barayg unit;
menyusin kebutuhan hiaya pemeliharaan barang

melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian barang i
Iinglkup Kecamatan:

melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang
barang inventaris Daerah;

melaksanakan higas kehumasan dan protokoler Kecamatan:
menghimpun bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan Standar Pelayarnian (SP) Kecamatan;

menylapkan bahan pembinaan. dan pengembangan Kapasitas organisasi
dan tatalalsans; '

mengevaluasi pelaksanaan tugas. dan menginventarisasi permasalahan
dilingkup tugasnya serta mencan alternatif pemecahannya;
mempelajari, memahami dan melaksanakan perahiran  perundang-
urdangan yang berkaitan dengan lngkup tugasnys sebagai pedoman
dalam melakasapnaltan tugas:

- memberikan saran dan pertimbangan telmis kepada atasan;

membagi tugas, mnemberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasi)
kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai
dengan ketentuan yang bertaku;

menyampaikan Japoran pelaksanaan tugsas dan/atau kegiatan kepada
atasen; dan

raelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

KEPALA SEKSi PEMERINTAHAN
Pasal 8

Kepala  Seksi  Pemerintahan rmempim;raj tugas menyiapkan bahan
pengoordinasian penyelenggaraan pemeriniahan Kecamatan,

Kepala Seksi Pemerintahan dalam’ melaksanakan tugss sebagajmana
dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan f ungsi:

a
b.
C

d

perencanaan kegiatan di bidang pemerintahan kecamatan;

pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan kecamatan;

pembagian tigas dan mengontrol pelaksanaen kegiatan di Hdang
pemerintahan Kecamatan; dan,

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan
fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimeksud pada ayat (1} dan
ayat (2}, umian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah scbagai berikut :

2,

b.

i,

d

merencanakan, menyusuft dan melaksanekan program dan kegiatan
Beksi Pemerintahan Kecamatan;

menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran [RKA)/RKPA, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pemerintahan Kecamatan;
melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran {DPAYDPPA Seksi
Pemerintahan Kecamatan;

menyiapkan balun koordinasi dan sirikronisasi kegiatan pemerintahan
yvang dilakukan Organisasi Perangkat Dasrah dan instansi vertikal di
tingkat Kecamatan, :

merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada.
masyarakat di bidang pemerintahan tingkat Kecamatan;

10



(L}

(2)

(3)

f  menylapkan bahan bimbingan, supervigi, fasilitasi dan konsultasi
pelaksanaan administrasi keturahan:
mengunpulkan bahan dalam rengla pembinaan ideologi negara dan
kesatuan bangsa serta pembinaan Kerukunan hidup beragama;

h. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan lomba/penilaian kelurahan;

1L melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi yang bersesuaian
dengan tugas pokok dan fungainya;

J.  menyiapkan bahan kowrdinasi dan penyelenggaraan penilaian terhadap

kinerja lurah, Rukun Tetangga RT) dan Rukun Warga (RW);

k mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannys;

l mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya Bebagai pedoman
dalam melalksanakan tugas: '

. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

n membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil
kerja hawahan agar pelaksanaan tuges dapat berjalan lancar sesuaj
dengan ketentuan yang berlalky;

Q menyampajkan laporan pelaksanaan tugss dan/atau Kegiatan kepada,
atasan, dan

R melaksanakan tgas kedinasan lain yang diberikan cleh atasan.

Bagan Keempat
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Pasal 9

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas rmenyiapkan
bahan pengkoardinasian penyeclenggaraan pembinaan Ketentraman,
ketertiban dan penegakan pelaksanaan  Peraruran  Daerah dan

Kepala 8eksi Ketentraman dan Ketertiban dsiari melaksanakan tugas

sebagaimana dimakeud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

4. perencanaan kegiatan pelaksanasan di bidang ketentraman, ketertiban
dan penegakan Peraturan Daerah pada wilayah kecamatan;

b pelaksansan kegiatan: di bidang ketentraman, ketertiban dan
penegakan Peratuwran Daerah pads wilayah kecamatan;

c. pembagian tugss dan mengontrol pelaksanean kegiatan o bidang
ketentraman, ketertibann dan petiegaken Peaturan Daerah pada
wilayahh kecamatan;

d. pelaksanaan fungsi lain yeng diberikan oleh atesan terksit tugas dan
fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi scbagaimana dimaksud peda ayat (1) dan

ayat {2), uraian tugas Kepala Scksi Ketentrarnan dan Ketertiban adalah

sebagai berkt :

a merencanakan, menyusun dan melaksanakan progmm dan kegiatan
Seksi Ketentraman dan Ketertiban; '

b menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggeran (RKA}/RKPA, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran {DPA)/DPPA Scksi Ketentraman dan Ketertiban:

c. melaksanakan Dokumen Pelksanasn Anggaran [DPA)/DPPA Seksi
Ketentraman dan Ketertiban;

d menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negera Republik
Indonesia Sektor dan/atau Komando Rayon Militer mengenai program
dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di
wilayah Kecarnatan, :

11



(1)

(3

e menylapkan bahan dan melakukan koordinasi dengan pemuka agama
yang ada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman

f. menylapkan bahan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah
yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-
undangair,

g menyiapkan bahan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah
yang tugas dan fungsinys di bidang penegakan peraturan perundang-
undangan; '

h menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tanggap bencana di
wilayah kerja Kecarnatan:

1. menylapkan bahan pengoordinasian pelaksanasn  pembinaan
ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan di wilayah kerja
Kecamatan;

} menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan penerapan dan
pencgakan Peraturan Daerah, Peramuran Walikota serta perataran
perundang-undangan lainnya & wilayah kerja Kecamatan,

k melaksanakan adminisirasi pemberian rekomendasi sesuai dengan
tugas pokcke dan fungsinya;

L mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventansas! permasalahan
dilingkup tugasnya serte mencari altematif pemecahannya;

m. mempelajari, memahami dan medaksanakan peraturan perundang-
undangan yang berkajtan dengan linglcup Tugasnya sébegai pedoman
dalam melaksanakan tugas;

0 memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

0 membagi Tugss, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil
werja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat’ berjalan lancar sesuai
dengan ketentuan vang berlalon;

P menyampaikan laporan pelaksansan tugss danfatau kegiaten kepada
atasan, dan

q melaksanakan tugas kedinasan lain yarg -diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
KEPALA SEKS[ FEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/PMD

Pasal 10

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas

melakukan pengkoordinasian dan periyelenggaraan bidang pemberdayaan

masyarakat desa di wilayah kecamatan.

Kepala Scksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi

4 peréncanaan  kegiatan  pelaksanaan  di  bidang pemberdayaan
masyarakat desa;

b pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyaralat desa;

¢ pembagian tugas dan mengontrol pelaksapaan kegiatan di bidang
Pemberdayaan masyarakat desa; dan

d pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan
fungsinya,

Berdasatkan tugas dan fungsi sebagaimana diraksud pada ayat (1] dan

ayat {2), uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah

schagai berikut: _ !

a merencanakan, menyusun dan melksanakan program dan kegiatan
scksi pemberdayaan masyarakat desa:

b menyusun ‘bahan Rencana Kega dan Arggaran (RKA)/RKPA,
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi pemberdayaan
masyarakat desa;
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melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran {DPA)/DPPA Seksi

pemberdayaan masysrakat desa;

menyiapken behan  pengoordinasian penyelenggaraan  kegiatan

pemberdaynan masyarakat desa;

menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan verhadap

keseliruhan wunit kerja baik pemerintah maupun swasts. vang

mempunyal program kerja dam kegiatan pemberdayaan masyarakat

desa di wilayah kerja Kecamatan;

melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan

masyarakat desa di wiayah Kecamatan bajk yang dilakukan unit kerja

pemerintah maupun swasta;

menyiapkan baban pembinaan Lembags Pemberdayaan Masyarakat

(LPM) kelurahan di wilayah Kecamatan;

menyiapkan bahan fasiliiasi pemberian bantuan stimulans bagi

lembaga kemasyarakatan,

menyiapkar bahan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia

tenaga teknis pemberdayaan masyarakai Kecamatan;

menylapkan bshan penyelenggaraan kegiatan gerakan Pemberdayaan

dan Kesejahtersan Keluarga (PKK); .

mengoordinasikan  penyedenggaraan  kegiatan  organisasi sosial/

kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

menyiapkan bahan pengoordinasi an penyelenggaraan kegiatan program

pendidikan masyarakat desa; =

menylapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan pémbinaan

keschatan masyarakat dan lingkungan d Kecamatan;

meflylapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan

kegiatan  program  generasi  muda, keolahragaan, kebudayaan,

Kepramukaan serta peranan wanita;

menyiapkan bahan  pengoordinasian penyelenggaraan  kehiarga

betencana; : '

menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan.

masalah kesehatan akibat bemcana dan webah penyakit & wilayah

kerja Kecamatan; _

- menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan penceganhan dan
penanggulangan bencana alm dan pencemaran lingkungan skala

Kecamatan; :

menyiapkan bahan administrasi pemberian rekomendesi sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinye; _

melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota: kepada camat di

bidang pemberdaysan masyarakat desa:

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan

dilingkup tugasnya serta mencart alernatf pemecahannya;

mempelajart memahami dan melakzanalkan perafuran perundang-

undangan yang berkaitan dengan kngkup tugasnya sebagai pedoman

dalam melaksanakan tugas;

memberikan saman dan pertimbangan teknis kepada atasan:

. membagli tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluas] hasil

kerja bewahan sgar pelaksanasn tugas dapat berjalan lancar sesuai

dengan ketentuan yang berlaku:

menyampaikan laporan pdaksanaan tuges dan/atau kegiatan kepada

atasan; dan :

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
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Bagian Keenam
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

Pasal 11

(1) Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melakukan
pengkoordinasian  dan  penyelenggaraan bidang pelayanan umum
¢ wilayah kecamatan.

(3)

Kepela Scksi Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas sebageimana

dimaksud dalam ayat (1), menyelenggaralean fungsi:

2 perencanaan kegiatan pelaksanaan di bidang Pelayanan Umum;

b pelaksanaan kegiatan di bidang Pelayanan Umum:

¢ Ppembagian tuges dan mengontrol pelaksanean kegiatan di bidang
Pelayanan Umum; dan P

d pelaksanaan fungsi lain yang diberikan -oleh atasan terkait tugas dan
fungsin yea.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat {2), umian tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum adalah’ sebagai

berikut: :

a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan
seksi Pelayanan Umumn;

b menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggeran {RKA)/RKPA, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DP.A}/DFPA Secks Pelayanan Umumy

¢ melaksanakan Dolumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi
Pelayanan Umum;

d menyiapkan bahan pengoordinasian  penyelenggaraan kegiatan
Pelayanan Umum;

¢ pengumpulan, pengelahan dan penyusunan data sebagai bahan
Pelayanan umum, bajk tiogkat kecamatan maupun tingkat
desa/kelurahan;

f. penyajian data di bidang pelayaman umum, bajk tingkat kecamatan
maupun tingkat desafkelurahan;

& pembinaan dan pengawasan terhadep pdaksanaan pelayanan kepada
masyarakat di kecamaran;;
pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah
dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dfi bidang
pemeliharaan prasarana dan faesilitas pelayanan umum;

1 pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta. dalam pelaksanaan
pemeliharaan prasarana dan fasiltes pelayanan umum;;

i menyiapkan bahan administrasi pemberian rekomendasi sesuai dengan
tugaes pokeok dan fungsinya; _

k melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada camat di
bidang pemberdayaan masyarakeat desa;

1 mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

m mempelajari memahami dan melalssanakan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengap lingkup tugasnya sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugns;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas, memberi petunjuk, meniki dan mengevaluasi hasil
kerja bawahan agar pelaksanaen tugas dapat berjalan lancar sesuai
dengan Ketentuan yang berlak

menyampaikan laporan pelksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada
atasan; dan ’

melaksanakan tuges kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maeka khusus Pasal 2 sampai

(sinn Pagss Jabatah. SEaktAiE Btk
Kota Tual, dinyatakan tidak berlaku lagi’

dengan Pasal 12 Peraturan Welikota -Tual Nemor 40 Tahun 2009 tentang

i

K‘E\ T 'd‘iEﬂ'k‘

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasa] 13
Peraturan Walikota ini mulai berlak pada tangeal diundangkan.

Agar schiap arang mengetahuinya, memerintahkan, péngundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Tual

Diundanggan di Tual
daitanphal 00 JUEFTR

KOTA TUAL,

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2018 NOMOR 285
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